PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP
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Email : lingkunganhiduptalaegmail com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 14 - SK/DPRKPLH/2020
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN

Menimbang :

Mengingat :

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa daiam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
terhadap permintaan informasi dari luar SKPD dipandang
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bidang

Lingkungan Hidup;

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomo 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);




. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);




9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan,
Penghapusan dan Pengabungan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4791);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);




17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tentang Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup;

Format Standar Operasional Prosedur Bidang Lingkungan Hidup
adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Padatanggal 07 Januari 2020

Perumahan Rakyat,

Feéripukiman & Lingkungan
p\ab. Tanah Laut,

.

ammad Mursyi, M. Si
199803 1009



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 14-SK/DPRKPLH/2020
TANGGAL : 07 Januari 2020
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP 14/S0OP/2020
TANAH LAUT Tanggal
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN Pembuatan
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Tanggal Revisi

BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS LINGKUNGAN

Tanggal Efektif 07 Januari 2020

Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Hidup
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETEN/SET.1/3/2017 tentang Tata
Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan
Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2. Memiliki jabatan struktural

3. Memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Perangkat Komputer / Laptop
Alat pencatat

Alat perekam

Kamera

GPS

pH Indikator

Perlengkapan keselamatan kerja
Alat sampling

FR e Ao op

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan
Lingkungan Hidup merupakan indikator yang sangat penting untuk
pelaksanaan program kegiatan SKPD, apabila tidak dilaksanakan
sesuai SOP maka kinerja akan terhambat.

Arsip Berita Acara Verifikasi Pengaduan dan Laporan Verifikasi
Pengaduan,




SOP PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PELAKSANA MUTU BAKU
Ho. AKTIVITAS Tim Kepala
Pengeloluan Di Kelengkapan Waktu Output
Pengaduan
1 2 3 4 5 6 v €
1 |Menerima pengaduan secara langsung Langsung : Formulir 3 hari |Tersedianya data
|maupun tidak langsung scsuai dengan Pengaduan dalam pengelolaan
format formulir pengaduan atau berisi ﬁ Tidak langsung : Telepon, pengaduan
informasi yang dibutuhkan seperti ; Identitas Faksimilli, surat, surat
Pengadu, lokasi kejadian, dugaan sumb elektronik, website, media
atau penyebab, waktu uraian kefadian dan sosgial, pesan singkat, aplikasi
dampak yang dirasakan, penyelesaian yang pengaduan, media lainnya
diinginkan dan informasi pengaduan pernah sesuai dengan perkembangan
atau belum disampikan ke instansi teknologi.
penanggung jawab. Apabila pengaduan Buku Register Pengaduan,
sudah lengkap petugas mencatatnys dalam Form Pemberitahuan
buku registraster pengaduan. Petugas Pengaduan Diregistrasi, Form
membuat tanda terima pengaduan atau Pemberitahuan Pengaduan
nomor register pengaduan. Apabila Tidak Diregistrasi.
pengaduan belum lengkap petugas
melakukan klarifikasi kepada pengadu untuk
melengkapi informasi pengaduan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan
diterima, Apabila Pengadu tidak melengkapi
informasi sampai batas waktu yang
ditentukan maka pengaduan tidak
diregistrasi, pengadu dapat menyampaikan
pengaduan yang sama dengan informasi
lengkap.

2 |Menelaah materi pengaduan, hasil telaahan pengaduan S5 hari |hasil telaahan
Hasil telaghan dapat berupa kategori berupa kategori dan usulan pengaduan
(pengaduan dibidang lingkungan hidup dan rekomendast
bukan pengaduan di bidang lingkungan
hidup) dan berupa rekomendasi ( berupa :
pelaksanaan verifikasi pengaduan;
pelimpahan pengaduan kepada
bagian/bidang, unit kerja atau antar instansi
penanggung jawab; atau pelimpahan
pengaduan kepada instansi terkait)

3 |Menugaskan Tim Pengelolaan Pengaduan Lembar Disposisi, Surat 1 hari  |[Lembar Disposisi,
untuk melakakukan verifikasi pengaduan, I Tugas Surat Tugas

 R—

4 |Mempersiapkan verifikasi pengelolaan |Surat Penugasan, Surat 2 hari |Surat Penugasan,

pengaduan di bidang lingkungan hidup
(Kelengkapan Adminstrasi, mempelajari
peraturan, menyusun rencana verifikasi,

menyiapkan perlengkapan lapangan)

Kepada Instansi Terkait,
Tanda Pengenal (brevet)
PPLHD, Dokumen Perjalanan
Dinas, Peraturan perundang-
undangan, dokumen terkait,
referensi lain yang terkait
dengan permasalahan
pengaduan, alat pencatat,
alat perekam, kamera, GPS,
perlengkapan keselamatan
kerja, alat sampling.

{Surat Kepada
Instansi Terkait,
Tanda Pengenal
(brevet) PPLHD,
Dokumen
Perjalanan Dinas,
Peraturan
perundang-
undangan,
dokumen terkait,
referensi fain yang
terkait dengan
permasalahan
pengaduan, alat
pencatat, alat
perekam, kamer,
GPS, perlengkapan
keselamatan kerja,
alat sampling,




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Tim Kepala
Pengelolaan Dinas Kelongkapan Walktu Output
Pengaduan
1 2 3 4 5 6 7
5 |Melakukan verifikast pengaduan. untuk sampel, data, dokumentasi, 2 hari |sampel, data,
verifikasi Pengaduan meliputi : pemeriksaan berita acarn verifikasi dokumentasi media
administrasi yaitu dokumen, perizinan + pengaduan, berita acara lingkungan, berita
danfatau permintaan data atau informasi E j pengambilan acara verifikasi
lyang diperlukan dari unit kerja lain atau sampel/foto/video, berita pengaduan, berita
pthak yang dianggap relevan ; Pemeriksaan acara penolakan verifikasi acara pengambilan
lapangan yaltu fisik lapangan dan dokumen pengaduan/penolakan sampel/foto/video,
terkait lainnya dilapangan. pengambilan berita acara
sampel/foto/video (apabila penolakan verifikasi
diperlukan), berita acara pengaduan/penolak
penyerahan sampel. an pengambilan
sampel /foto/video
(apabila
diperlukan), berita
acara penyerahan
sampel.
6 |Membuat Perumusan Laporan Hasil Berita Acara, foto/video, hasil| 8 hari |[laporan hasil
Verifikasi Pengadusn, Laporan hasil verifikasi L ujl sampel, verifikasi
paling sedikit memuat : (latar belakang dan komputer,printer, kertas pengaduan, usulan
tujuan verifikasi; analisis data hasil rekomendasi.
verifikasi; analisis yuridis; kesimpulan dan
saran; dan lampiran), Kesimpulan dan saran
yang dimaksud, berupa keterangan
(pengaduan terbukti; atau pengaduan tidak
terbukti). apabila pengaduan terbukti, usulan
rckomendasi dapat berupa (penerapan sanksi
administrasi; penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan atau
melalui pengadilan; penegakan hukum
pidana; pelimpahan kepada bagian/bidang,
unit kerja atau antar instansi penanggung
fawab; dan/atau pelimpahan pengaduan
kepada instansi terkait. Aapabila pengaduan
tidak terbukti namun ditemukan pelanggaran
lain , tim pengelola pengaduan memberikan
usulan rekomendasi, apabila pengaduan
tidak terbulkt dan tdak ditemukan
pelanggaran lain, pengelolaan pengaduan
dinyatakan selesai.
7 |menindaklanjuti laporan hasil pengaduan, laporan verifikasi, usulan 7 hari  |tindak lanjut
Apabila Kepala Dinas Perumahan Rakyat rekomendasi |verifikasi
K Permuki dan Lingkungan X
Hidup tidak berwenang menindaklanjuti
laporan hasil, maka Kepala Dinas
menyampaikan rekomendasi tindak lanjut
kepada unit keja lain atau instansi terkait
[yang berwenang menindaklanjuti.
8 [Menyampaikan surat pemberitahuan hasil surat pemberitahuan hasil 2 hari  |tersampatkannya
pengaduan kepada pengadu. élmﬂdulﬂ, laporan hasil surat
verifikasi, rekomendasi tindak pemberitahuan

lanjut verifikasi

hasil pengaduan.




MUTU BAKU

PELAKSANA
No. AKTIVITAS
e o | Kabid. PPKLH | Rasubbid. PHLH Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 7 8 9

8 |Membuat laporan, foto,dan memperoleh data Berita Acara Proper, foto, komputer, Terselesaikannya Berita Acara dan
perusahaan yang diusulkan calon proper dan printer, atk laporan proper
menyerahkan kepada Kabid. 1 hari

9 |Melaporkan berita acara proper dan nama-nama Berita Acara dan nama-nama perusahaan Berita Acara dan hasil penilaian
perusahaan yang diusulkan calon yang diproper —L yang diusulkan calon yang diproper proper (hitam, merah,biru, hijau,
kepada BLHD Propinsi atau ke Kementrian 1 hari emas)
Lingkungan Hidup

10 |Menerima dan Menunggu SK dari BLHD y Berita Acara dan nama-nama perusahaan Berita Acara dan hasil penilaian
Propinsi/Kementrian LH pemberitahuan yang diusulkan calon yang diproper proper (hitam, merah,biru, hijau,

3 - 6 bulan ngbﬂv

perusahaan untuk ditetapkan proper tahun
berjalan




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP 14 /SOP/2020
ool DINAS PERUMAHAN RAKYAT Tanggal =
KAWASAN PERMUKIMAN DAN Rembugtin -
LINGKUNGAN HIDUP BIDANG Tanggnl Bewl
PENATAAN DAN PENINGKATAN Tacgiel Kieldt. | 07 danugri 2040
KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP SOP Pengawasan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi no. 35 tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

1. Memiliki jabatan struktural

2. Memiliki sertifikat Pendidikan

dan Pelatihan Pejabat Pengawas

Lingkungan Hidup
3. Dilantik sebagai Pejabat Pengawas PHLH Lingkungan Hidup Daerah
oleh Bupati Tanah Laut.

4. Sebagai Pelaksana pada Badan Lingkungan Hidup

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

Kamera
GPS

NGRS

pH Indikator
Perlengkapan keselamatan kerja
._Alat sampling

Perangkat Komputer / Laptop
Alat pencatat
Alat perekam

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Pengawasan Pelaksanaan PHLH Kebijakan Lingkungan Hidup
merupakan indikator yang sangat penting untuk pelaksanaan
program kegiatan SKPD, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka
kinerja akan terhambat

Arsip Berita Acara Pengawasan dan Laporan Pengawasan




SOP PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas
No. AKTIVITAS PRKP Kasubbid.
Lingkungan Kabid, PPKLH PHLH Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Hidup
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Menginstruksikan Koordinator kegiatan untuk melakukan " - "
1 |pengawasan PHLH : pengawasan rutin dan pengawasan Memo Kepala Badan Lingkungan Hidup 10 menit ”M“MH”M Al Ty i
karena adanya indikasi pelanggaran
-
2 Meneruskan arahan Kepala Dinas kepada Kasubbid. _ 1 R § meniit Kasubbid, Menerima instruksi
Wasdal untuk melakukan pengawasan e tersebut
3 |Memberi petunjuk kepada pelaksana untuk Pelaksana menerima instrusi
mempersiapkan surat pemberitahuan pengawasan PHLH I tersebut
dan surat tugas pengawasan PHLH P pulpen S menit
4 |Mempersiapkan surat pemberitahuan pengawasan dan surat pemberitahuan pengawasan
surat tugas pengawasan PHLH dan meminta persetujuan “ — ; PHLH dan surat tugas
kasubbid dan kabid lalu mengajukanya kepada Kepala komputer, printer, kertas 30 menit
Dinas RKPLH
5 [Menyetujul dan menandatangani surat pemberitahuan Kasubbid menerima surat
pengawasan PHLH dan surat tugas pengawasan PHLH yang A 2 pemberitahuan pengawasan PHLH
telah di paraf oleh kasubbid dan kabid dan 1 pulpen 30 menit dan surat tugas tersebut
menginstruksikan untuk dilakukan pengawasan PHLH
6 |Melaksanakan persiapan pengawasan PHLH | tersedianya perlengkapan yang
surat tugas, tanda pengenal, SPPD, diperiukan dalam pelaksanaan
Formulir Berita Acara yang diperlukan pengawasan PHLH
dalam pengawasan, dokumen
lingkungan, perizinan, peraturan, alat 1 hari

pencatat, kamera, GPS, Indikator pH,
alat perekan{bila diperlukan), sarana
transportasi, alat sampling,
periengkapan keselamatan kerja,




PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas
AREIVEDEN K o | Kabtd. i [ FRE | pelaksana Kelengkapan Walktu Output
Hidup
2 3 4 5 6 7 8 9
Melaksanakan pengawasan PHLH terlaksananya kegiatan pengawasan
PHLH dengan bukti Berita Acara
surat :_._s-o. mb:nw pengenal, SPPD, yang ditandatangani pihak
Formulir Berita Acara yang diperlukan perusahaan dan tim pengawasan
dalam pengawasan, dokumen
lingkungan, perizinan, peraturan, alat 1 hari
pencatat, kamera, GPS, Indikator pH,
alat perekan(bila diperlukan|, sarana
transportasi, alat sampling,
periengkapan keselamatan kerja.
Membuat laporan pengawasan PHLH dengan lampiran Berita Acara Pengawasan, foto/video, Terselesaikannya laporan
berita acara pengawasan, foto/video, hal-hal lain yang komputer, printer, kertas pengawasan PHLH
diperlukan dan menyerahkan kepada Kabid, 1 hai
Melaporkan laporan pengawasan PHLH kepada Kepala laporan pengawasan, telashan staf laporan pekerjaan telah
Dinas PRKP Lingkungan Hidup -IL dilaksanakan
_ 1 hari
Menerima dan memberikan persetujuan bahwa pekerjaan laporan pengawasan persetujuan hasil pekerjaan dan
telah selesai dan memberikan rekomendasi tindak Janjut r rekomendasi tindak lanjut
pengawasan PHLH A v 1 hari pengawasan PHLH




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/S0P/2020
Lol DINAS PERUMAHAN RAKYAT | Tanggal "
i Pembuatan
KAWASAN PERMUKIMAN DAN —
Tanggal Revisi
LINGKUNGAN HIDUP BIDANG . -
PENATAAN DAN PENINGKATAN | oo Dot | O7 Jenuar 2050
ASITAS LING NG HIDUP Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP SOP Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 1. Memiliki jabatan struktural
Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia P ; S . '
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. RMBEE wom%_”mn Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Pengawas
Indonesia Nomor 5059 ) gl E.Emma ) P . k :
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3. Dilantik sebagai Pejabat Pengawas PHLH Lingkungan Hidup Daerah oleh
05 Tahun 2011 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Bupati Tanah Laut.
Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Sebagai Pelaksana pada Badan Lingkungan Hidup
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer / Laptop
2. Alat pencatat
3. Alat perekam
4, Kamera
5. GPS
6. pH Indikator
7. Perlengkapan keselamatan kerja
8. Alat sampling
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) merupakan indikator Arsip berita acara proper dan laporan nama-nama perusahaan yang
yang sangat penting untuk pelaksanaan program Kkegiatan diusulkan calon proper
SKPD,sehingga untuk mempersiapkan nama-nama perusahaan yang
diusulkan calon yang diproper.




SOP PENINGKATAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala Dinas
RKPLH Kabid. PPKLH | Kasubbid. PHLH Pelaksana Kelengkapan Walktu Output
1 2 3 q 5 6 7 8 9
Menginstruksikan kegiatan untuk melakukan
pembinaan /evaluasi proper secara intensif ke z / Kabid. Menerima instruksi Kepala
1 perusahaan perusahaan sebagai persiapan Memo Kepala. Dinas RKPLH e Dinas RKPLH
didaerah
Meneruskan arahan Kepala Dinas kepada r_ ; AT
2 |Kasubbid PHLH untuk melakukan Komputer/laptop,printer, atk 5 menit Was(DhM, Menpcing matlal
P 3 tersebut
pembinaan /evaluasi proper
3 |Memberi petunjuk kepada pelaksana untuk Pelaksana menerima instrusi
mempersiapkan surat pemberitahuan evaluasi . X tersebut
proper dan membuat surat tugas Komputer/laptop,printer,atk S menit
4 [Mempersiapkan surat pemberitahuan dan surat surat pemberitahuan evaluasi dan
tugas dan meminta persetujuan kasubbid dan —lL A surat tugas
kabid lalu mengajukanya kepada Kepala badan 1 _ Komputer/laptop,printer,atk 30 menit
5 |Menyetujui dan menandatangani surat 3 r- Kasubbid menerima surat
pemberitahuan dan surat tugas yang telah di _ [ Komputer /laptop,printer,atk 30 menit pemberitahuan evaluasi proper dan
paraf oleh kasubbid dan kabid surat tugas tersebut
6 |Melaksanakan persiapan evaluasi proper tersedianya periengkapan yang
1 surat tugas, tanda pengenal, SFPD, diperlukan dalam pelaksanaan
Formulir Berita Acara yang pengawasan
diperiukan kelengkapan 1 hari
dokumen(perizinan
dil) ketentuan /indikator lingk,baku mutu
dil
7 [Melaksanakan pembinaan /evaluasi proper terlaksananya kegiatan proper
surat tugas, tanda pengenal, SPPD, dengan bukti Berita Acara yang
Formulir Berita Acara yang ditandatangani pihak perusahaan
diperlukan, kelengkapan 1 hari dan tim proper
dokumen(perizinan

dil),ketentuan /indikator lingk, baku mutu
dil




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP 14/SOP/2020

TANAH LAUT Tanggal -
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN Ermbuntan
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Tanggal Revisi -
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN Tanggal Efektif 07 Januari 2020
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Sop Penyusunan Informasi Status Kerusakan Untuk
Produksi Biomassa Lahan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Minimal D3

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP)

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150Tahun 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

4, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota

5.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi
Biomassa

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsidan Daerah
Kabupaten/Kota

2. Memahami Lingkungan Hidup
3. Mempunyai kepahaman tentang produksi biomassa
4. Memahami daerah daerah yang menghasilkan produksi biomassa

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Kegiatan ini merupakan penunjang proses pelaksanaan SPM bidang lingkungan 1. PerangkatKomputer / Laptop
hidup. 2. Alatpencatat
3. Alatperekam
4. Kamera
5. GPS
6. Peralatan Laboratorium untuk sampling tanah

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya
untuk mengetahui kemajuan atau kerusakan lahan yang terjadi di Kab. Tanah
Laut.

Dokumen / Arsip




SOP PENYUSUNAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN UNTUK PRODUKSI BIOMASSA

Pelaksana MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kasi Kerasakan
pdes Pelaksana nm.u Keleagkapan Walkts Outpat
1 2 3 4 s 6 7 B
1 |Menginventarisir  data-data  yang Arsip data, Buku Pedoman 1 minggu  |Pengelompolkkan Data
diperlukan di instansi-i i Penyusunan Biomassa, berdasarkan sumber data
terkait, Komputer/laptop, printer,
atk, Flashdisk
2 |Membuat surat dinas ke intansi- Komputer/laplop, printer, Lhard  |Diperoich tenaga teknis
intansi terkait ath dari Instansi terkait
3 |Mengirim surat kepada intansi terkait| |komputer/laptop, printer, I hari Mendapatkan data yong
untuk memberikan data - data yang| Atk dimaksud
diperlukan
4 |Meclakukan  pengecekan  kembali |xomputer/kaptop, peinter, 1 minggu |Menerima isian data-data
terhadap data -data yang diperlukan I : atk yang harus dilengkapl
5 |Mengambil data-data yang diperiukan |kemputer/aptop, printer, 1 minggu  |Data-data Biomassa
di instansi terkait atk
6 |Mengkompilasi dan mengolah data komputer/laptop, printer, 2 minggu |Kelengkapan data-data
dari instansi - instansi terkait atk, Mashdisk Blomasaa
7 |Mencliti dan memverifikasi ulang data komputer/laptop, printer, 2 minggu |Kelengkupan dats-dats
data terscbut di atas [ :5 ntk, Nashdisk Biomasaa
B |Mclakukan proses SPK dengan pihak komputer/laptop, printer, 3 minggu |Pihak ketlga dalam proses
ketign untuk pembuatan Dokumen ntk; Aashdisk kelengkapan2 pengerjasnnya
Biomassa syaral SPK
9 |Melakukan pengawasan terhadap) |mobil, Kemputer/Laptop, 6 minggu  |Dokumen Laporan
pihak ketiga dalam melakukan : ' printer, atk, Flashdisk, CD Biomassa
pembuatan Dok biomassa
10 |Melakukan pengecekan hasil akhir wputer/laplop, printer, 1 minggy  |Dokumen Lapomn
dokumen Biomassa atk, Nashdisk HBiomassa
11 |Menerima hasil akhir dalam bentuk komputer/laptop, printer, 1 hari Dokumen Laporan
dokumen é atk, CD |Biomassa
12 [Memperbanyak Laporan Dokumen komputer /laptop, Mashdisk, | minggu  |Penyampatan informasi
bimassa internet |Biomassa melatui Website
DPRKFLH Kabupaten
Tanah Laut
13 [Membagikan  Laporan  Dokemen 2harl  |Dokumen Laporan
biomassa ke instansi terkait Hiomusssa




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/S0P/2020
TANAH LAUT Tanggal
Pembuatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN —
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Tanggal Revisi :
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN | Tanggal Efektif | 07 Januari 2020
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Pemantauan Kualitas Lingkungan

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 1. Minimal D3
2. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan > g

Lingkungan Hidup 2. Menguasai Komputer
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian 3. Memahami dan mengetahui tentang SOP

Pencemaran Udara N 2 . .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 4. Memahami dan mengerti tentang Lingkungan Hidup

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 5. Memahami dan mengetahui tentang Laboratorium Lingkungan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang

Tata laksaana pengendalian Pencemaran Air
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003

Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
9. Pergub Kalsel No.5 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Sungai Yang

—
o

Diperuntukan Untuk Golongan Air Kelas |

. PeraturanGumernur Kalimantan Selatan no. 053 Tahun 2007 tentang

Baku Mutu Udara ambient dan baku Mutu Tingkat Kebisingan

Keterkaitan

1.

SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4, GPS
5. Peralatan Laboratorium untuk sampling Udara Ambien, dan Air.
6. Kamera




SOP PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN (AIR DAN UDARA AMBIENT)

No. AKTIVITAS
Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 2 5 6 7 8
1 |Membentuk Tim Pemantauan Kualitas 30 hari  [SK Tim Pemantauan Kualitas

Lingkungan

SK Bupati/ Kepala
DPRKPLH

Lingkungan

PELAKSANA

Kepala Seksi

Pemantauan

Liagiuagan
4

2  |Menginventarisasi dan identifikasi Arslp data, 14 hari  |diperoleh data tentang badan
badan air/lokasi sumber pencemar Komputer/laptop, air/lokasi pemantauan kualitas
printer, atk lingkungan
3 |Menctapkan prioritas badan air/lokasi komputer/laptop 5 hari data badan air/lokasi yang akan di
yang akan dilakukan pemantauan | printer, atk Inkukan pemantauan kualitas
E e
3 [Menyusun Jadwal Pemantauan komputer/laptop, 3 hari ditetapkannya waktu pelaksansan
Kualitas Lingkungan printer, atk Pemantauan Kualitas Lingkungan
pada badan air/loknsi pemantauan
E Kualitas Lingkungan
4 |Memverifikasi lapangan terkait mobil, GPS, Laptop, 1 hari data primer dan sckunder tentang
Pemantavan Kualitas lingkungan H atk, Flashdisk, kondisi badan air/lokasi yang
I K dilakukan pemantauan
5 |Mengambil sampel di Lapangan (pada Peralatan 1 jam sampel! Air, sampel Udara ambicn
titik-titik yang telah ditentukan) E'j Laboratorium, GPS,
Mobil, Kamera
6 |Menganalisa sampel Peralatan 30 hari  |Hasil Pengujian Sampel (air, Udara
E j Laboratorium bient)
7  |Menyusun Draf Laporan pemantausn komputer/laptop, 10 hari Draf Dok Lap P
Kualitas Lingkungan E j printer, atk, flashdisk Kualitas Lingkungan. Laporan terdiri
dari : Laporan hasi! uji kualitas udam
Rir
8 [Mengetik Draf Dokumen kaporan komputer/laptop, 2 hari Data Kualitas lingkungan (air, udara
Pemantauan Kualitas Lingkungan é printer, atk, Gashdisk ambien)
9 |Mengorcksi Drafl Dokumen laporan komputer/laptop, 3 hari Hasil Koreksi Dral Dokumen Laporan
Pemantauan Kualitas lingkungan printer, atk, flashdisk Pemantauan Kualitas Lingkungan
11 |Menerima Dokumen Pemantauan komputer/laptop, 2 hari Dokumen Laporan Pemantauan
Lingkungan untuk kemudian printer, atk, Nashdisk Kualitas Lingkungan. Laporan terdiri
mencetaknya dari : Laporan hasil uji kualitas udara
ambicn dan Laporan hasil uji kualitas
air
12 |Mengarsipkan berkas pemantausan komputer/laptop, 3 harl Dokumen Arsip Laporan Pemantauan
kualitas lingkungan ) printer, atk, CD Kualitas Lingkungan




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/S0OP/2020
TANAH LAUT Tanggal
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN Pembuatan
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Tanggal Revisi -
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN Tanggal Efektif 07 Januari 2020
DAN FERUSANAR LINGRONGAN HIDOR Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Minimal D3
2. %SE No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 2. Menguasal Komputer :
Lingkungan Hidup 3. Memahami dan mengetahui tentang SOP
3. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 4. Memahami dan mengerti tentang Lingkungan Hidup
Pemerintah =~ Daerah  Propinsi dan  Pemerintah  Daerah 5. Memahami dan mengetahui tentang Laboratorium Lingkungan

Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup Daerah
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 07 Tahun 2008 tentang
Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi
Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Komputer/Laptop

Printer

ATK

GPS

Peralatan Laboratorium untuk sampling Emisi

bl ol S T2




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/SOP/2020
TANAH LAUT A.mbwmm._
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN | Pembuatan
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Tanggal Revisi
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN | Tanggal Efektif 07 Januari 2020
DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | pisahkanoleh | Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.  UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 1. Minimal D3
2. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. M asai K e
3. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran : BEEgL S gaie )
4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah 3. Memahami dan mengetahui tentang SOP
Propinsi dan ?Bolnﬁwpnccpogs Kabupaten /Kota 4, Memahami dan mengerti tentang Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan : : : ;
Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 5 Memahanl dan mangetahiul tedtang Leboraroetum Lingkeanighn
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 tentang Tata laksaana
pengendalian Pencemaran Air
7. KepMen LH No. 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 036 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 04 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Limbah
Cair bagi kegiatan industri, hotel, restoran, rumah sakit, domestik dan pertambangan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama 1. Komputer/Laptop

2. Printer

3. ATK

4. GPS

5. Peralatan Laboratorium untuk sampling Limbah cair

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

SOP Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
merupakan acuan dalam pelaksanaan pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah cair
2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi dan terukur
3. Pencatatan dan pengagendaan selama proses kegiatan




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/S0OP/2020
TANAH LAUT A‘NSWWQ—
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, Pembnatan
KAWASAN PERMUKIMAN DAN | Tengeal Revisi
LINGKUNGAN HIDUP Tanggal Efektif 07 Januari 2020
BIDANG TATA LINGKUNGAN Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Minimal D3

1. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

2. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

2. Menguasai Komputer
3. Memahami dan mengetahui tentang SOP
4, Memahami dan mengerti tentang Lingkungan Hidup

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

PSS

Komputer/Laptop
Printer

ATK

CD

Flashdisk

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

SOP Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah (IKPLHD) merupakan acuan dalam penyusunan
Dokumen Informasi Kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(IKPLHD)

2. Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi dan terukur
3. Pencatatan dan pengagendaan selama proses kegiatan




SOP PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKPLHD)

PELAKSANA MUTU BAKU
%! AR Kasi Kabid
ARTIVIT Inventarisasi | Tata Kepala
RPPLH dan | Lingkun | DPRKPLY | Peitksana | BUPATI | Kelengkapan Waktx Omtput
KLHS gun
1 2 3 - 5 6 7 8 9
1 |Menginventarisasi dan identifikasi Arsip data, Buku 5 hari Pengelompokkan
data-data yang diperlukan D‘ Pedoman Data berdasarkan
Penyusunan sumber data
Dokumen IKPLHD,
Komputer/laptop,
printer, atk,
Flashdisk
2  |Memberi petunjuk teknis Pedoman 5 Harl Bahan petunjuk
pelaksanaan penyusunan
dokumen RPPLH,
atk, laptop, printer,
Nashdisk
3 |Menyiapkan format dan tabel data Pedoman 1 Hari Bahan format dan
E penyusunan tabel data
dokumen RPPLH,
atk, laptop, printer,
Nashdisk
4 |Meminta tenaga teknis ke instansi 9 Komputer/laptop, 15 hari Diperoleh tenaga
terkait E printer, atk teknis dari Instansi
terkait
5 |Membentuk Tim Penyusun Dokumen komputer/iaptop, 30 hari SK Tim Penyusun
Informasi Kinerja Pengelolaan printer, atk Dokumen
Lingkungan Hidup Dacrah (IKPLHD) Informasi Kinerja
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD)
6 |Meminta data kepada tim penyusun komputer/laptop, 2 hari Tim mencrima
IKPLHD printer, atk isian data-data
yang harus
dilengkapi
7  |Mengumpuikan data komputer/laptop, 30 hari Data-data isian
printer, atk, flashdisk IKPLHD
8 |Mengolah Data komputer/laptop, 30 hari | Data-data isian
é | printer, atk IKPLHD
9 |Mengevaluasi data komputer/laptop, 5 hari keldengkapan data-
printer, atk, flashdisk data IKPLHD
10 |Menyusun Draf Dokumen IKPLHD komputer/laptop, 30 harni Dral Dokumen
printer, atk, flashdisk IKPLHD. Dokumen
é IKPLHD terdin atas
2 buah buku yaitu
buku laporan
IKPLHD dan buku
Ringkasan |
11 |Mengoreksi Draf Dokumen 1KPLHD komputer/laptop, 5 hari Dokumen IKPLHD
: l printer, atk, flashdisk
12 |Membuat Dokumen IKPLHD kotmputer/kaptop, 3 hari Dokumen Laporan
printer, atk, flashdisk SLHD
13 |Menandatangani Dokumen IKPLHD komputer/laptop, 3 hari Dokumen Laporan
printer, atk, flashdisk SLHD
14 |Menyumpaikan Dokumen IKPLHD mobil, 3 hari Dokumen IKPLHD
é Komputer /Laptop, di terima oleh DLH
printer, atk, Provinsi
Flashdisk, CD kalimantan
Selatan, Pusat
pembangunan dan
pengelolaan
Ekoregion
Kalimantan, dan
3 2
15 |Mendokumentasikan Dokumen komputer/laptop, 3 hari Dokumen Arsip
IKPLHD printer, atk, CD Dokumen IKPLHD
16 |Mempublikasikan Dokumen IKPLHD komputer/laptop, 1 hari Peayampaian
flashdisk, Internet informasi
Daokumen IKPLHD
lalui Website
DPRKPLH
Kabupaten Tanah |




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/SOP/2020
TANAH LAUT ._..mbwmm._ =

Pembuatan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, | Tanggal Revisi

KAWASAN PERMUKIMAN DAN | Tanggal Efektif 07 Januari 2020

LINGKUNGAN HIDUP Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
BIDANG TATA LINGKUNGAN Linglaingen Hidnp (REFLE]
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

1. Minimal S1
2. Menguasai Komputer

2. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik : :
Indonesia No. SE. 5/Menlhk-/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang 3. Memahami dan mengetahui tentang SOP
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Memahami dan mengerti tentang Lingkungan Hidup
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. ATK
4. CD
5. Flashdisk
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. SOP Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan acuan dalam penyusunan
Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (RPPLH)

Penggunaan SOP agar dapat dievaluasi dan terukur

Pencatatan dan pengagendaan selama proses kegiatan




SOP PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS S
Imventarisasi Kabid tata
RPPLY dan Lingknagen | DPREPLE | BUPAT! Kelsagkapen Wakt St
KLuS
1 2 3 5 7 8 9
1 |Menginventarisasi dan Arsip data, Buku 30 hari  |Pengelompokkan Data
Identifikasi data-data yang Q Pedoman |berdasarkan sumber data
diperlukan Penyusunan
Dokumen RPPLH,
Komputer/laptop,
printer, atk,
Flashdisk
2 [Memberi petunjuk teknis Pedoman 5 Hari 18&haﬂ petunjuk
pelaksanaan penyusunan
dalkkumen RPPLH,

atk, laptop, printer,
fashdisk

Menyiapkan format dan tabel
data

Pedoman
penyusunan
dokumen RPPLH,
atk, laptop, printer,
flashdisk

|Bahan format dan tabed
data

4 |Mcminta tenaga  leknis kel Komputer/laptop, 15 harl | Diperoleh tenaga teknis
instansi terkait printer, atk dari Instansi terkait
5 |Membentuk Tim Penyusun komputer /laptop, IS hari  |SK Tim Peayusun
Dokumen RPPLH printer, atk Dokumen RPPLH
6 |Menyusun dokumen {komputes/laptop, 30 hari  |Dokumen Inventarisasi
Inventarisasi Lingkungan Hidup printer, atk | Lingkungan Hidup
7 |Mengolah data dan informasi komputes/laptop, 30 hari Data dan informas| yang
hasil inventarisasi lingkungan |printer, atk, Aashdisk terolah
(hidup
8 |Mentabulasi data untuk komputer /laptop, 30 hari  |Peta daya dukung dan
|menentulaan kecenderungan printer, atk daya tampung lingkungan
daya tampung dan dayn dukung
lingkungan
9 |Memb dafar isu i kapu!erlhpm. 5 hanl Dafar Isu strategis
printer, atk, Bashdisk
10 |Analisis data dan informasi komputer/laptop, 5 han Daftiar isu pokok
untuk menetapkan (su pokok printer, atk, fashdisk
11 |Penentuan target perlindungan komputer/laptop, 5 hori Daftar target
dan pengelolaan linglkungan printer, atk, Mashdisk
[hidup kuran waktu 30 tahun
12 |Penyusunan muatan RPPLH | komputer/laptop, i5 han Dokumen RPPLH
untuk kurun waktu 30 wahun printer, atk, Mashdisk
13 |Verifikasi RPPLH mobil, 20 hart  |Dokumen RPPLH yang
Komputer/Laptop, terverifikasd
printer, atk,
Flashdisk, CD
14 |Penctapan dokumen RPPLH v komputer/laptop, 3 hari Perda RPPLH
{ printer, atk, Nashdis)
15 |Maonitoring RFFLH komputer/laptop, 15 hart Laporan capaien IKLH
é printer, atk, CD
16 |Pelap RPPLH kep mobil, 1 hari Penyampaian laporan
Gubernur Komputer/Laptop, capalan [KLH
printer, atk,
Flashdisk, CD
17 |Review RPPLH dengan mobdl, 1 hari Penyampalan laporan
[berd Masi ke Gub setlap D Komputer/Laptop, capaian [KLH
5 tahun sekall printer, atk,

Flashdisk, CD




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/80P/2020
TANAH LAUT Tanggal -
Pembuatan
Tanggal Revisi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
Tanggal Efektif 07 Januari 2020
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
LINGKUNGAN HIDUP
Nama SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Pemberian Perpanjangan
BIDANG TATA LINGKUNGAN Atau Pemberian Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
Dan Beracun Yang Berkaitan Dengan Izin Penyimpanan
Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 4. Minimal D3
Lingkungan Hidup. . ;
2. Peraturan Pemerintan No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 5. Mengoperasi Komputer dengan baik
Berbahaya dan Beracun 6. Memahami peraturan tentang persyaratan teknis dan tata cara penyimpanan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 7. Bisa mengoperasikan GPS dan Kamera
4, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.30 Tahun 2009 tentang Tata : . -
Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 8. Jell Toengamati koncies Iapangin.
Beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran Limbah Bahan 9. Bisa membuat berita acara verifikasi teknis.
Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah
5. Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peralatan Perlengkapan
1. Laptop 5. Kamera
2. Flash disk 6. GPS
3. Printer
4. Ketas HVS

Keterkaitan

Pencatatan dan Pendataan

Peringatan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN PERPANJANGAN ATAU PEMBERIAN IZIN

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN YANG BERKAITAN DENGAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS Kabld Tata Kasl.
Kepala Dinas Ling} Pemeliharnan | Staf / Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Lingkungan
Menginstruksikan kepada Kabid. Tata Disposisi Kepala Dinas + 15 Menit Disposisi Kepala Dinas ke
Lingkungan untuk memproses JSurat Permohonan Kabid Tata Lingkungan
permohonan lzin |
Memberikan petunjuk kepada Kasi & Disposisi Kepala Dinas + 5 Menit Disposisi Kepala Dinas +
Pemeliharaan Lingkungan untuk Surat Permohonan |Surat Permohonan
melakukan verifikasi kelengkapan |
permohonan dan penjadwalan verifikasi
teknis
N
Melakukan verifiknsi kelengkapan | Disposisi Kepala Dinas + 5 Menit Disposisi Kepala Dinas +
permohonan dan menjadwalkan verifikasi | Surat Permchonan |Surat Permohonan
lapangan
Membuat surat pemberitahuan verifikasi | 1) Disposisi Kepala Dinas + 20 Menit Surat Pemberitahuan
lapangan Surat Permohonan + Surat Verifikasi Teknis
_, _ Verifikasi Teknis
!
Memverifikasi teknis , Surat Permohonan Disposist 1 Hari Kerja  |Berita Acara Verifikasi
+ Surat Verifikasi Teknis + Teknis
j GPS + Kamera

Menyampaikan tanggapan tindak lanjut 9 Berita acara verifikasi teknis 14 Harl Kerfa |Tanggapan Berita acara
yang disarankan pada saat verifikasi tanggapan verifikasi teknis

Membuat Draft Surat Rekomendasi

Menerbitkan Rekomendasi Izin
Pengelolaan LB3 yang berkaitan dengan
Izin Penyimpanan LB3 & Mengumumkan |
lzin Pengelolaan LB3 yang berkaitan _
dengan Izin Penyimpanan LB3

Tindak lanjut BA dengan
membuatkan Draf Surat
Rekomendasi + Kumpulan
Peraturan terkait Izin «

Laptop + Printer + kertas +
flask disk

60 Menit

Surat Rekomendasi

Surat Rekomendasi

1 Hari Kerja

Rekomendasi [zin
Pengelolaan LB3 yang
{berkaitan dengan lzin
Penyimpanan LB3




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/SOP/2020

TANAH LAUT Tanggal
Pembuatan
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, -
KAWASAN PERMUKIMAN DAN | Tanggal Revisi
LINGKUNGAN HIDUP Tanggal Efektif | 07 Januari 2020
BIDANG TATA LINGKUNGAN Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Pemberian Perpanjangan
Atau Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air /
Sumber Air
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1.

2L G

Undang-undang Neo.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkngan
Hidup.

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air.

Keputusan Menteri Negara Linglkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana
Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No.05 Tahun 2007 tentang Peruntukan dan Baku
Mutu Air Sungai.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 037 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu
Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri , Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Domestik dan
Pertambangan.

Minimal D3

Mengoperasi Komputer dengan baik

Memahami dasar hukum terkait Izin yang di mohon
Bisa mengoperasikan GPS dan Kamera

Mengerti cara membaca kertas Lakmus

Jeli mengamati kondisi lapangan sewaktu verifikasi
Bisa membuat berita acara verifikasi teknis.

NOU s wN

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. Komputer/Laptop 5. Kertas Lakmus
2. Flash disk 6. Kamera
3. Printer 7. GPS
4. Kertas HVS
Peringatan Pencatatan dan Pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI PERPANJANGAN IZIN DAN PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH KE AIR / SUMBER AIR

MUTU BAKU
AKTIVITAS Kabid Tata Kasi,
Kepala Dinas Pemeliharaan | Staf / Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
g‘ﬂ gﬂ
1 [ Menginstruksikan kepada Kabid. m..» | _mxouoa& Kepala Dinas + 15 Menit Disposisi Kepala Dinas ke
|Lingkungan untuk memproses Surat Permohonan LEE Tata Lingkungan
permohonan Izin
2 |Memberikan petunjuk kepada Kasl Disposisi Kepala Dinas + 5 Menit Disposisi Kepala Dinas +
Pemeliharaan Lingkungan untuk \ 4 JSurat Permohonan Surat Permohonan
melakukan verifikasi kelengkapan
permohonan dan penjadwalan verifikasi
teknis
N

Melakukan verifikasi kelengkapan
permohonan dan menjadwalkan verifikasi

lapangan

_vao&a _mnvn_h_u?ww...
Surat Permohonan

5 Menit

Disposisi Kepala Dinas +
Surat Permohonan

Membuat surat pemberitahuan verifikasi

Disposisi Kepala Dinas +

20 Menit

{Surat Pemberitahuan

a

| <
lapangan | Surat Permohonan + Surat Verifikasi Teknis
| Verifikasi Teknis
5 |Memverifikasi teknis Surat Permohonan Disposisi 1 Hari Kerja  |Berita Acara Verifikasi
+ Surat Verifikasi Teknis + Telmis
q QPS + Kamera
6 |Menyampaikan tanggapan tindak lanjut % Berita acara verifikasi teknis 14 Harl Kerja |Tanggapan Berita acara
yang disarankan pada saat verifikasi tanggapan verifikasi teknis
7 |Membuat Draft Surat Rekomendasi t Tindak lanjut BA dengan 60 Menit |Surat Rekomendasi
membuatkan Draf Surat
Rekomendasi + Kumpulan
Peraturan terkait lzin +
Laptop + Printer + kertas +
|Nask disk
8 |Menerbitkan Rekomendasi izin - | {Surat Rekomendasi 1 Hari Kerja  |Rekomendasi Izin
{Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air | Pembuangan Limbah Cair
| ke Sumber Air
|




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/S0OP/2020
TANAH LAUT Tanggal
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, |Fembuatan
KAWASAN PERMUKIMAN DAN | Tenggal Revisi -
LINGKUNGAN HIDUP Tanggal Efektif 07 Januari 2020
BIDANG TATA LINGKUNGAN Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Pemberian Perpanjangan Atau
Pemberian Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada
Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Keputusan Menteri Negara LH No.142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
keputusan Menteri LH No.lll Tahun 2003 tentang Pedoman, mengenai Syarat
dan Tata Cara Perizinan serta pedoman kajian Pembangan air Limbah ke air /
sumber air.

2. Keputusan Menteri Negara LH No.29 Tahun 2003 tentang pedoman syarat dan

2,
3.

Mampu Mengoperasikan Komputer dengan baik
Minimal D3

Mengetahui Peraturan tentang Izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada
tanah di perkebunan kelapa sawit

B.B cara Perizinan vmam.bmmwg air Limbah Industri minyak sawit pada tanah 4, Jeli melihat kondisi lapangan
di:perkebnan kelapa sawit, 5. Bisamengoperasikan Kamera dan GPS
Peralatan Perlengkapan
Keterkaitan P
1. Laptop/ Komputer 5. Kamera
2. Flash disk 6. GPS
3. Printer
4. Ketas HVS
Peringatan Pencatatan da Pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN PERPANJANGAN ATAU PEMBERIAN IZIN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

MUTU BAKU
Fo. AKTIVITAS Kasi.
Pemeliharaan | Staf / Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Lingkungan
1 Menginstruksikan kepada Kabid. Tata Disposisi Kepala Dinas + 15 Menit Disposist Kepala Dinas ke
|Lingkungan untuk memproses Surat Permohonan Kabid Tata Lingkungan
| permohonan Izin #

2 |Memberikan petunjuk kepada Kasi |Disposisi Kepala Dinas + 5 Menit Disposisi Kepala Dinas +
Pemeliharaan Lingkungan untuk Surat Permohonan jSurat Permohonan
melakukan evaluasi permohonan dan
penjadwalan presentasi serta kunjungan
lapangan untuk verifikasi teknis

3 |Melakukan evaluasi permohonan dan Disposisi Kepala Dinas + 5 Menit Disposisi Kepala Dinas +
menjadwalkan presentasi serta kunjungan | > Surat Permohonan Surat Permohonan
lapangan untuk verifikasi lapangan 7 <

4 |Membuat surat pemberitahuan jadwal - v Disposisi Kepala Dinas + 20 Menit Surat Pemberitahuan
presentasi dan kunjungan lapangan Surat Permohonan + Surat Presentasi dan Kunjungan

Verifikasi Teknis Lapangan

5 |Melakukan presentasi dan kunjungan Surat Permohonan Dispesisi 2 Hari Kerja Berita Acara Verifikasi

lapangan + Surat Pemberitahuan Teknis
Presentasi dan + Dokumen +
[Kunjungan Lapangan +
|GPS + Kamera

6 |Menyampaikan tanggapan tindak lanjut Berita acara verifikasi teknis 14 Hari Kerja  |Tanggapan Berita acara
yang disarankan pada saat verifikasi tanggapan verifikasi teknis

7 |Membuat Draft Surat Rekomendasi Tindak lanjut BA dengan | 60 Menit Surat Rekomendasi
ﬂ WV |membuatkan Draf Surat

Rekomendasi + Kumnpulan
Peraturan terkait lzin +
Laptop + Printer + kertas +
flask disk
8 mZnsnn_uEBn Rekomendasi Izin = Surat Rekomendasi 1 Hari Kerja Rekomendasi 1zin

m?as:?bg Air Limbah Industri Minyak
|Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa

_wbain

Pembuangan Limbah
Domestik ke Sumber Air




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/S0P/2020
TANAH LAUT A;gmmm.—
Pembuatan
Tan Revisi
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, i
WAS PE UKI D Tanggal Efektif 07 Januari 2020
Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
LINGKUNGAN HIDUP Nama SOP Pemberian Perpanjangan Atau Pemberian Izin Pengkajian
Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada
BIDANG TATA LINGKUNGAN R o I S
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Keputusan Menteri Negara LH No.28 Tahun 2003 tentang pedoman 1. Minimal D3

Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri minyak
sawit pada tanah di perkebnan kelapa sawit.

2. Mampu Mengoperasikan Komputer dengan baik
3. Mengetahui Peraturan tentang pemberian izin Pengkajian Pemanfaatan air

limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit

4. Bisamengoperasikan Kamera dan GPS

Keterkaitan Peralatan Perlengkapan
1. Laptop 3. Printer
2. Flash disk 4, Kamera
5. GPS
Peringatan Pencatatan dan

Pendataan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBERIAN PERPANJANGAN ATAU PEMBERIAN IZIN

PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI KELAPA SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

AKTIVITAS

Kepala Dinas

Staf / Pelaksana

Kelengkapan

Waktu

Output

Menginstruksikan kepada Kabid. Tata

Lingkungan untuk memproses
!permohonan Izin

O

Disposisi Kepala Dinas +
{Surat Permohonan

15 Menit

Disposisi Kepala Dinas ke
Kabid Tata Lingkungan

| Memberikan petunjuk kepada Kasi
Pemeliharaan Lingkungan untuk
melakukan evaluasi permohonan dan
penjadwalan presentasi serta kunjungan
lapangan untuk verifikasi teknis

Disposisi Kepala Dinas +
JmE.wn Permohonan

5 Menit

ﬁguuo&z. Kepala Dinas +
Surat Permohonan

Melakukan evaluasi permohonan dan
menjadwalkan presentasi serta kunjungan
lapangan untuk verifikasi lapangan

Disposisi Kepala Dinas +
Surat Permohonan

5 Menit

Disposisi Kepala Dinas +
Surat Permohonan

Membuat surat pemberitahuan jadwal Disposisi Kepala Dinas + 20 Menit [Surat Pemberitahuan
presentasi dan kunjungan lapangan Surat Permohonan + Surat Presentasi dan Kunjungan

Verifikasi Teknis Lapangan

"5 |Melakukan presentasi dan kunjungan JSurat Permohonan Disposisi| 2 Hari Kerja  |Berita Acara Verifikasi
lapangan + Surat Pemberitahuan Teknis
| Presentasi dan + Dokumen
+ Kunjungan Lapangan +
ﬂvm + Kamera
_

‘Menyampaikan tanggapan tindak lanjut — Berita acara verifikasi teknis] 14 Hari xnm.n [Tanggapan Berita acara
yang disarankan pada saat verifikasi tanggapan verifikasi teknis

hz.ﬁ.esbn Draft Surat Rekomendasi

.:sau.xﬂm_:- BA dengan
membuatkan Draf Surat
Rekomendasi + Kumpulan

Peraturan terkait lzin +
Laptop + Printer + kertas +
flask disk

Menerbitkan Rekomendasi lzin
Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah
Industri Minyak Sawit pada Tanah di
Perkebunan Kelapa Sawit

60 Menit

|surat Rekomendasi

|surat Rekomendasi

1 Hari Kerja

Rekomendasi lzin
Pembuangan Limbah
Domestik ke Sumber Air




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT | Nomor SOP 14/SOP/2020

TANAH LAUT .H;gwmp_ |
Pembuatan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, | oneselRevisi |-

KAWASAN PERMUKIMAN DAN | 'oveeelBlektf | 07 Januari 2020

Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
LINGKUNGAN HIDUP
Nama SOP Penyusunan Dokumen Gas Rumah Kaca
BIDANG TATA LINGKUNGAN
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perubahan 1. Minimal D3
2. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 2. Mengoperasi Komputer dengan baik
Lingkungan Hidup. 3. Memahami peraturan tentang persyaratan teknis dan tata cara penyimpanan
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
GeoFisika 4. Bisa mengoperasikan GPS dan Kamera
4, Peraturan m.na..e..m:.bs No.61 Tahun 2011tentang Rencana Aksi Nasional 5. Jeli mengamati kondisi lapangan
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. 2 2 ¥ i .
5. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 6. Bisa membuat berita acara verifikasi teknis.
Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No, 14 Tahun 2013 tentang
Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gar Rumah Kaca. Peralatan Perlengkapan
1. Laptop 5. Kamera
2. Flash disk 6. GPS
3. Printer
4. Ketas HVS
Keterkaitan Pencatatan dan Pendataan

Peringatan




STANDAR OPERASI PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN GAS RUMAH KACA

=

+ ATK + Mobil

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS e _ Kabid Tata
Pemeliharaan Kopala Dinas | Staf / Polaksana Gubernur Kelengkapan Walktu Output
Lingkungan Lingkungan
| Menginventarisir data-data yang | [Arsip Data + Buku Pedoman 30 hari Pengelompokan Dats
|diperiukan Penyusunan GRK + |berdasarkan Sumber Data
Komputer/Laptop + Printer
+ ATK + Hardisk Eksternal
Memberikan p juk terhadap data-data Arsip Data + Buku Pedoman 5 hari Pengelompokan Data
yang diperiukan | fvﬁ.c.:l.:lb GRK + berdasarkan Sumber Data
Komputer/Laptop + Printer
/ + ATK + Hardiak Eksternal
ta tenaga teknis ke i i terkait K \ |Komputer/Laptop + Printer 5 hari Diperoleh Tim Teknis
Av + ATK |Penyusunan GRK
Membentuk Tim Penyusun Dokumen GRK | o Komputer/Laptop + Printer 1 hari _mx.:a Penyusun Dokumen
,_‘ + ATK GRK
|Menyusun data-data yang sudah _\4] | |Komputer/Laptop + Printer 30 hari Surat Femberitahuan
terkumpul + ATX + Mobil Verifikast Teknis
6 |Analisis data dan informasi untuk Komputer/Laptop + Printer 15 hari Berita Acara Verifikasi
menetapkan Gas Rumah Kaca perSumber + ATK + Mobil Teknis
vo,:w:n::.p:mvox:ﬂg Gas Rumah Kaca B 77 u:B_.\_.ran + Printer 5 hari Tanggapan Berita acara
, + ATK verifikasi teknis
Pelaporan Dokumen Gas Rumah Kaca Komputer/Laptop + Printer 1 hari |Surat Rekomendasl




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP 14/SOP/2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi

BIDANG TATA LINGKUNGAN Tanggal Efektif | 07 Januari 2020
Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1.

2.
3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata
Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin
Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis
Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Analisis
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan
Hidup dan Izin Lingkungan.

Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan
dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

1. Memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan
yang akan dibuat oleh pemrakarsa.

2. Memiliki kemampuan untuk menilai dokumen lingkungan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Jenis kegiatan
2. Perlengkapan Komputer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Penilaian Dokumen Lingkungan merupakan indikator yang sangat penting untuk
pelaksanaan program kegiatan SKPD, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pelaksanaan
penilai dokumen lingkungan tidak akan sesuai waktu yang telah ditentukan,




SOP PENILAIAN DOKUMEN ANDAL, RKL DAN RPL SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pelaksans MUTU BARU
No. AKTIVITAS
Kepala Kepala
Di Bid Kepala Selesi Kelenglapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8
Memo Kepala Dinas + Dekumen 2 menit rlle:mKnNnSK'PD
Lingkun; DAL, RKL-RPL
' Mengintrulesskan kepada Kabid. untuk b d
memproses Dokumen ANDAL, RKI-RPL
2  |[Memberikan petunjuk kepada Memo Kabid + Dokumen 60 menst | Meme Kabid, * Pengumuman
Kasubid. untuk melakukan uji Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL) Permaoh Izin Lingh i Web
iministrasi terhadagp Dol o | DPRKPLH
ANDAL, RKI-RPL dan Mengumumbkan (dpekpih ot thads, go.id)
P b lzin Linglung
3 1: s oji administrnn Dolwmen Lingkungnn (ANDAL, RRL| 60 meait | Dokumen Lingkangan (ANDAL, RKL-
RPL) RPL}
4 [Menentukan jadwal rapat teknis, Dolcumen Lingkungan (ANDAL, RKL| 3 hari Jadwal Rapat Teknis don Undangan
Mol e tapet s, = S
undangan
5 [Melakssnakan Ropat Teknis E Doloumen Lingkungan (ANDAL, RKL) 1hari  |Herita Acarn Rapat Telcnis
=
6 |Molaksanakan Ropat Komist Pendlai | Dokumen Lingkungan (ANDAL, RKL 1 hars Berita Acsrn Rapoat Komisi Pendlal
AMDAL Kab. Tanah Lyt / RPL) AMDAL Kab. Tanah Laut
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PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor SOP 14/SOP/2020

TANAH LAUT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG TATA LINGKUNGAN

Tanggal

Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 07 Januari 2020

Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut

Nama SOP Penilaian Dokumen KA ANDAL

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata
Laksana Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin
Lingkungan.

4, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis
Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Analisis
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.

5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan.

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan.

7. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan dan/atau
Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

1. Memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan
yang akan dibuat oleh pemrakarsa.

2. Memiliki kemampuan untuk menilai dokumen lingkungan.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Jenis kegiatan
2. Perlengkapan Komputer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Penilaian Dokumen Lingkungan merupakan indikator yang sangat penting untuk
pelaksanaan program kegiatan SKPD, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pelaksanaan
penilai dokumen lingkungan tidak akan sesuai waktu yang telah ditentukan,




SOP PENILAIAN DOKUMEN KA ANDAL

PELAXSANA MUTU BARU
No. AKTIVITAS
Kepala Kepala
DL Bid Kepala Seolesd Keleogkapan Waktu Output
1 2 6 5 £ 9 10
Memn.l(;uhbirmﬁbdmmm 2 menit  [Memo Kepala SKPD
Mengintruksikan kepada Kabid, Lingkungnn (KA ANDAL)
1 } P Daok KA
sk -
2 Menginstruksiken kepada Kasulsd, Memo Kabid = Dokumen Limgkungan (KA] 2 menit | Memo Kahid,
terhindap Dokumen KA ANDAL

[

IMelakuh uji adrmin :

Ej | Dokutnen Linghungnn (KA ANDAL)

60 menit  |Surat Hasd Uji
Administrasi

i KA ANDAL

4 |Menentukan jadwal rapat telknis, Dolcumen Lingkungan (KA ANDAL) » 3 hari [Jadwal Rapat Teknis dan
Membunt undangan dan Undangan Ropat Telcnis Undangnn Rapat Telnis
|membagkan undangan E]

5 |Melaksanakan Rapat Teknss (biss |Dolcumen Lingkungan (KA ANDAL) 1 hari Berita Acarn Rapat Teknis
dilakesanakan lebih dart satu kadi
upabsln dinnggap peciu) \>

6 M d guni Surat Kep Surat Keputusan Kepala DPREKPLH 1 hari SK KA ANDAL
Kescpakatan KA ANDAL

Selaku Ketun Komisi Penilai AMDAL
Kab. Tenad Laut




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP 14/SOP/2020
- DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN Lot )
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP S N
BIDANG TATA LINGKUNGAN Tanggal Efektif | 07 Januari 2020
Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Perbitan SPPL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

—

PN

n

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lIzin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana
Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan,
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan
dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Analisis Pengendalian Dampak
Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan,

Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan dan/atau
Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

1. Memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang akan
dibuat oleh pemrakarsa.

2. Memiliki kemampuan untuk menilai dokumen lingkungan.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Jenis kegiatan
2. Perlengkapan Komputer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Penilaian Dokumen Lingkungan merupakan indikator yang sangat penting
untuk pelaksanaan program kegiatan SKPD, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka
pelaksanaan penilai dokumen lingkungan tidak akan sesuai waktu yang telah ditentukan.




SOP PENERBITAN SPPL

ARTIVITAS FELAKSANA MUTU BAXU
Kepsin Dimss | Wepein Bidang Wopain Gakel | Weiakasoa | Keleogeapen | waktu Dupt
a 3 4 s 6 T L] v
FMmommm0 2 menic Fummmn
fempintraknikan knporta Kabid N

Memo Kalid + SPPL

60 memit  |Memo Knbid

b
verifikasi / | Hasil verifikowd 1han  |Foto-fote verifiknm
Menerbitiosn Saral Persyntaan |Derkas SPPL 60 menit  {Surt Perayataen
Kesanggupan Peogelolss dus PKeungupu Pengelolann
Pemantiue Linghungen Hidup dan Pemantauan
{SPPLY D Lingiungnn Hidup [SPPL)




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT Nomor SOP 14/S0OP/2020
TANAH LAUT Tanggal
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN | pembuatan
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | Tanggal Revisi
BIDANG TATA LINGKUNGAN Tanggal Efelcif | 07 Januari 2020
Disahkan oleh Kepala Dinas PRKP dan LH Kab. Tanah Laut
Nama SOP Penilaian Formulir UKL UPL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 1. Memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan yang akan
2l s PeiofiisbaliiNoiisns B TS 201 witiing el Lingles SIS ¥ Eh pa .
. Peraturan Pemerin omor un entang Izin Lingkungan. R o .
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana 2. Memiliki kemampuan untuk menilai dokumen lingkungan.
Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan.
4, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Kegiatan

dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Analisis Pengendalian Dampak

Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Lingkungan.

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin
Lingkungan.

7. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha
yang Wajib Dilengkapi dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

b

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1, Jenis kegiatan
2, Perlengkapan Komputer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Penyusunan Penilaian Dokumen Lingkungan merupakan indikator yang sangat penting untuk
pelaksanaan program kegiatan SKPD, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pelaksanaan
penilai dokumen lingkungan tidak akan sesuai waktu yang telah ditentukan.




SOP PENILAIAN FORMULIR UKL UPL

untuk memproses Forsmulie UKL-UPL

AXTIVITAS PRLAKSANA MUTU BAKU
Hepeala Dinns __Mepala Sekal _Kelengkapan Waktu Output
2 3 & s 7 8 ’-
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—}
Melakukan wji adosinistras Formulir Lingkungin 60 menit  |Formulir Lisygeungan (UKL-
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dlanggop peri) é (UKL-UPL) [Qan/atau Lembor Hasil
Evaluasi Pemeniksann
Formulir UKL-UPL

Membuat surnt untuk pechaikan |Formulir Lisgloangan 1 hard Hasd Bvalunsl Pemernficsann
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